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ABSTRAK 

Muhammad, Rif’an Zidny. 2025. “Kepastian Hukum Surat 

Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Mengenai 

Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam Pemilu.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A. 

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai 

ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, terutama 

mekanisme penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara 

dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. SKB ini awalnya menjadi 

pedoman koordinasi antar lembaga Kementerian PAN-RB, 

BKN, KASN, dan Bawaslu — dalam menangani pelanggaran 

netralitas ASN. Namun, terdapat Disharmonisasi terhadap 

mekanisme penanganan netralitas, sehingga menimbulkan 

ketidakselarasan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan konseptual 

(conceptual approach), serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa SKB Nomor 2 Tahun 2022 

perlu disesuaikan agar selaras dengan UU ASN terbaru 

melalui harmonisasi regulasi yang mempertegas pembagian 

kewenangan dan mekanisme koordinasi antarinstansi 

pengawas ASN. Harmonisasi tersebut menjadi langkah 

penting untuk menjamin kepastian hukum, profesionalitas 

ASN, serta netralitas birokrasi dalam mendukung 

penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas di Indonesia. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Netralitas ASN, SKB Nomor 

2 Tahun 2022, Undang-Undang ASN 2014, Bawaslu. 
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ABSTRACT 

Muhammad, Rif’an Zidny. 2025. “Legal Certainty of Joint 

Decree Number 2 of 2022 Concerning the Mechanism for 

Handling the Neutrality of State Civil Apparatus in Elections.” 

Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan.  

Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A. 

This study analyzes the legal certainty of Joint Decree 

(SKB) Number 2 of 2022 concerning Guidelines for Fostering 

and Supervising the Neutrality of Civil Servants in the 

Implementation of Elections, particularly regarding the 

mechanism for handling the neutrality of the State Civil 

Apparatus (ASN) in relation to Law Number 5 of 2014 on the 

State Civil Apparatus and Law Number 7 of 2017 on General 

Elections. The SKB initially served as a coordination guideline 

among the Ministry of Administrative and Bureaucratic 

Reform (PAN-RB), the National Civil Service Agency (BKN), 

the State Civil Apparatus Commission (KASN), and the 

Election Supervisory Body (Bawaslu) in addressing violations 

of ASN neutrality. However, there is disharmony in the 

mechanism for handling neutrality issues, leading to 

inconsistencies and legal uncertainty. This research employs 

a normative juridical method with statutory and conceptual 

approaches, supported by qualitative descriptive analysis. The 

findings indicate that Joint Decree Number 2 of 2022 needs to 

be aligned with the existing ASN and Election Laws through 

regulatory harmonization that clarifies the division of 

authority and coordination mechanisms among supervisory 

institutions. Such harmonization is crucial to ensure legal 

certainty, uphold the professionalism of the ASN, and maintain 

bureaucratic neutrality in supporting an accountable and 

integrity-based democratic system in Indonesia. 

Keywords: Legal Certainty, ASN Neutrality, Joint Decree No. 

2 of 2022, ASN Law 2014, Election Law 2017, Bawaslu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem 

demokrasi. Secara garis besar, sistem demokrasi adalah 

penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi dilakukan 

melalui pemilihan umum (PEMILU) yang diselenggarakan 

setiap satu kali dalam lima tahun sesuai pada pasal 22 E ayat 

1 UUD 1945. Pada pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa 

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umumyang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri”. Oleh karena itu, menurut UUD 1945 

penyelenggaraan pemilihan umum haruslah suatu komisi 

yang bersifat: nasional,tetap dan mandiri atau independen.  

Penyelenggaraan pemilu itu harus bersifat netral dan 

tidak boleh memihak ke manapun. Komisi pemilihan umum 

yang dibentuk itu tidak boleh dikendalikan oleh partai 

politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu merupakan 

tugas dari lembaga yang terdiri atas Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, 

Bupati, dan Walikota secara demokratis.1 

 
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu 

mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan 

dengan demokrasi. Secara histori, demokrasi kuno pertama 

kali berkembang pada abad ke 5 SM di Athena,Yunani. 

Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari dua kata 

yang berasal dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang 

berarti rakyat, dan “kratos/cratein” yang berarti 

pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi 

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Pemilu sebagai instrumen utama dalam sistem 

demokrasi menunjukan bahwa diselenggarakannya Pemilu 

merupakan konsekuensi logis dari negara yang menganut 

paham demokrasi. hal ini menunjukkan melalui pemilu, 

rakyat dapat menyalurkan hak politik untuk memilih 

pemimpin dan wakil pemimpin yang akan menjalankan 

jalannya pemerintahan.2 

Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang 

pemilihan umum merupakan dasar bagi lembaga 

penyelenggara pemilu beserta seluruh jajarannya dalam 

melaksanakan kewenangannya sebagai pengawas pemilu, 

yakni melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan 

pelaksanaan pemilu di seluruh indonesia. Pelaksanaan 

pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja penyelenggara 

pemilu saja, tetapi juga seluruh pihak yang telah diatur 

dalam undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang 

 
2 Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, Dan Xavier Nugraha, 

“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di 

Indonesia,” De’rechtsstaat 5, No. 2 (2019): 137–103, 

Https://Doi.Org/10.30997/Jhd.V5i2.1941. 
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pemilihan umum. Salah satunya adalah kewajiban menjaga 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).3 

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

menjadi isu yang krusial dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan kebijakan dan 

manajemen ASN harus berdasarkan pada asas netralitas. 

Asas netralitas ini menjadi landasan penting agar ASN tidak 

berpihak pada kepentingan politik tertentu, sehingga dapat 

menjaga profesional dan integritas birokrasi. Berkaitan 

tugas serta kewenangan Bawaslu dalam melakukan 

pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut, pasal 99 huruf 

a, huruf b, huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017, 

menegaskan Bawaslu berwenang menerima dan 

menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

pelanggaran pemilu, dan memeriksa dan mengkaji hasil 

temuan pelanggaran pemilu tersebut.4 

Berkaitan dengan pelayanan publik, keberhasilan 

birokrasi dalam memberikan layanan yang konsisten dan 

berkualitas sangat bergantung pada netralitas para pegawai 

ASN. Hal ini menjamin bahwa pelayanan publik akan tetap 

berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan penguasa 

politik. Dan Siapapun yang memimpin pemerintahan, para 

pekerja ASN akan tetap menjalankan tugasnya secara 

profesional, netral, dan sesuai kemampuan terbaiknya. 

Netralitas diartikan kebebasan pegawai ASN dari pengaruh 

 
3 Rahmat Ramadhani, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Pemilihan Umum Di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media 

Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 2 (2020): 203–220. 
4 La Hudia, Marten Arie, Dan La Ode Bariun, “Kewenangan 

Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil 

Negara,” Syattar 2, No. 1 (2021): 1–17, 

Https://Doi.Org/10.35326/Syattar.V1i2.1185. 
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kepentingan partai politik ataupun penolakannya untuk 

mendukung salah satu partai.5 

Persoalan netralitas ASN juga menjadi objek 

pengawasan selama Pemilu berlangsung, terdapat empat 

ragam pelanggaran pemilihan umum diantaranya 

pelanggaran pidana, pelanggran kode etik, dan pelanggaran 

administrasi serta pelanggaran lainnya yang berada di luar 

aturan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. 

Seringkali, netralitas ASN dilanggar dalam Pemilu. ASN 

merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan politik 

dan ekonomi yang terkait dengan hak suaranya dalam 

pemilu, namun juga merupakan pegawai pemerintah yang 

bertugas melaksanakan kewajiban pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik. Kepentingan-kepentingan 

ini sering kali diutamakan, sehingga menghalangi 

pengambilan keputusan yang seharusnya adil dan jujur.6 

 Sebagai negara yang mengatas namakan dirinya 

sebagai negara hukum (Rechtsstaat),Setiap hal yang 

dilakukan di negara ini harus beralaskan hukum. 

pengaturan melalui hukum merupakan suatu bentuk upaya 

pencegahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang 

dilakukan oleh alat negara maupun penduduk di dalam 

negara itu sendiri, maka implikasi dari sikap tersebut 

membawa dampak yang sangat mendasar artinya segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses kehidupan 

 
5 Sandy Mulia Arhdan Dkk,” Penegakan Hukum Terhadap 

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 

2020 Di Sumatera Barat”,Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, (2024) 
6 Dwi Mustika Sari, “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” Kemudi :   Jurnal   Ilmu   

Pemerintahan5, No. 02 (21 Maret 2021): 259–272,  Hlm. 262 



5 

 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah 

berdasarkan peraturan perundang–undangan (konstitusi).7 

Menjelang Pemilu 2024, pemerintah telah 

menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian 

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua 

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

dan Pemilihan disahkan pada pada 22 September 2022. 

SKB ini merupakan produk pemerintah yang digunakan 

sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan 

akuntabel serta untuk membangun sinergisitas, 

meningkatkan efektivitasdan efisiensi instansi pemerintah 

pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, 

pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan 

kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, 

Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian 

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua 

Badan Pengawas Pemilihan Umum menandatangani surat 

keputusan bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya menjaga netralitas ASN dalam 

menghadapi pemilu 2024, dimana isi dari SKB tersebut 

 
7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata 

Negara,(Jakarta:Rajawali Pers,2015), Hlm 281 
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adalah pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas 

pegawai aparatur sipil negara.8 

Jika ditinjau dari prinsip lex superior derogat legi 

inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan 

yang lebih rendah), maka norma yang diatur dalam SKB 

tidak boleh bertentangan atau memperluas ketentuan yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Namun dalam realitas normatif, SKB Nomor 2 Tahun 2022 

mengandung ketentuan yang bersifat mengatur (Regeling), 

bukan hanya bersifat penetapan (Beschikking) atau 

koordinatif. Kondisi inilah yang menjadi dasar terjadinya 

potensi disharmonisasi vertikal, yaitu ketidaksesuaian 

antara norma hukum yang lebih rendah (SKB) dengan 

undang-undang yang lebih tinggi (UU Pemilu).9 

Meskipun demikian, dari sisi kebijakan publik, 

keberadaan SKB Nomor 2 Tahun 2022 tidak sepenuhnya 

dapat dianggap negatif. Secara fungsional, SKB ini 

dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat 

koordinasi antar instansi dalam menjaga netralitas ASN 

menjelang Pemilu 2024. Namun dari perspektif pendekatan 

perundang-undangan, substansi SKB seharusnya 

disesuaikan dengan prinsip kesesuaian hierarki norma 

hukum dan delegasi kewenangan pembentukan peraturan 

agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa 

terdapat ketidakpastian hukum antara pengaturan netralitas 

ASN dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan 

 
8 Alikhan Salim Dan Tri Susilowati, “Surat Keputusan Bersama 

(Skb) Sebagai Langkah Penguatan  Netralitas Asn Menuju Pemilu 2024”, 

Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik  Vol.2, No.1(2024). Hlm 78 
9 Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex 

Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam 

Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 

No. 3(2020), Hlm 311 
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pembinaan netralitas dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022. 

Penelitian ini untuk menganalisis terhadap hubungan kedua 

regulasi ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana kesesuaian, keberlakuan, dan kekuatan hukum 

dari SKB dalam sistem peraturan perundang-undangan 

nasional, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 

disharmoni yang dapat mempengaruhi penegakan prinsip 

netralitas ASN dalam Pemilu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan Netralitas ASN 

dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara? 

2. Bagaimana Kepastian Hukum dan Disharmonisasi 

Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat Keputusan 

Bersama Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin 

dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Tujuan ini 

menggambarkan hasil yang diharapkan setelah penelitian 

selesai dilakukan, baik dalam bentuk penemuan baru, 

pemahaman yang lebih mendalam, maupun pemecahan 

masalah yang ada. 

Menurut Sugiyono, tujuan penelitian adalah “hal 

yang hendak dicapai dalam penelitian, baik untuk 

menemukan, membuktikan, maupun mengembangkan 

suatu pengetahuan.” Dengan adanya tujuan penelitian, 
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kegiatan penelitian menjadi terarah dan fokus pada 

pencapaian hasil yang diharapkan.10 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penanganan Netralitas 

ASN dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Dan Inharmonisasi 

Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat Keputusan 

Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk 

memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan 

dalam memahami, memecahkan, dan menjawab suatu 

permasalahan tertentu. Penelitian berfungsi menghasilkan 

pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan teori atau penerapan praktis di berbagai 

bidang ilmu. 

Menurut Sugiyono, penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis.11 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

  

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5. 

11 Ibid, hlm. 2. 
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1. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan sebagai 

bahan pertimbangan Bawaslu dalam penyelesaian 

sengketa sengketa pemilu khususnya pelanggaran 

netralitas ASN dan dapat digunakan sebagai referensi 

yang berupa ilmu pengetahuan atau untuk menambah 

wawasan bagi penelitian selanjutnya khususnya untuk 

mahasiswa prodi Hukum Tata Negara yang akan 

melakukan penelitian terkait dengan tema yang sama. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan 

integritas dan transparansi lembaga penyelenggara 

pemilu. Serta memperkuat fungsi pengawasan dan 

koordinasi antar instansi, terutama antara Bawaslu, 

KASN, BKN, dan KemenPAN-RB. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah suatu susunan konsep, teori, 

dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar 

atau landasan berpikir dalam penelitian untuk menjelaskan 

hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka ini 

membantu peneliti memahami bagaimana teori yang 

relevan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian dan mendukung hipotesis yang diajukan.12 

1. Kepastian hukum  

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat 

ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 

pasti yang mengatur mengenai sesuatu hal secara jelas 

dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-

raguan (multitafsir) dan menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum 

 
12 Ibid, hlm. 56. 
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menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dipengaruhioleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 

tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan 

hukum.13 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem 

norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan 

aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan 

yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan 

itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum.14 

2. Hierarki Norma 

Seorang ahli hukum Austria bernama Hans Kelsen 

mengembangkan teori Hierarki Hans Kelsen, yang 

merupakan ide dasar dari hukum positif kontemporer. 

Menurut teori ini, struktur hukum digambarkan sebagai 

suatu hierarki yang terdiri dari aturan yang saling 

berhubungan. Suatu piramida hukum berjenjang 

 
13 Al Amin Kurniawan dkk, JusticeCollaboratorDalamPersfektif 

Kepastian Hukum di Indonesia, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, Volume 

5, Nomor 1(2024), hlm 116 
14 Mahmud Marzuki Peter, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: 

Kencana, 2008), 158 
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diciptakan oleh Kelsen, di mana setiap aturan harus 

didasarkan pada aturan yang lebih tinggi.15 

Menurut teori hierarki Hans Kelsen, UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan mengatur jenjang perundang-undangan di 

Indonesia dari yang tertinggi hingga yang terendah, 

yaitu UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/PERPU; iv) 

Peraturan Pemerintah; v) Peraturan Presiden; vi) Perda 

Provinsi; dan vii) Perda Kabupaten/Kota. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 

Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, seperti berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP 

MPR) 

c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

d. Peraturan Pemerintah (PP) 

e. Peraturan Presiden (Perpres) 

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda 

Kabupaten/Kota) 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik, 

variabel, metode, atau konteks dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Penelitian ini digunakan sebagai bahan 

 
15 Muhammad Suhenriko, Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen 

Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 

Vol. 1No. 2(2023). Hlm 64 
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pembanding, pendukung, atau penguat terhadap teori dan 

temuan yang akan dikaji dalam penelitian baru. Dengan 

menguraikan penelitian yang relevan, peneliti dapat 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak 

duplikasi, tetapi memiliki nilai kebaruan (novelty), serta 

menunjukkan posisi penelitian baru di antara penelitian 

sebelumnya.16 

Untuk mendukung pembahasan dan penelitian yang 

akan dilakukan, peneliti melakukan kajian dengan beberapa 

pustaka yang sebelumnya sudah ada yang berkaitan dengan 

kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan 

pelanggaran pemilu yang relevan. Diantaranya :  

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No Judul skripsi dan 

penulis 

Metode 

Penelitian  

Metode dan 

Teori 

Hasil Penelitian 

1. Penegakan 

Hukum Atas 

Pelanggaran 

Netralitas 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

Pada Pilkada Di 

Kota Semarang 

(Jihan 

Farikhah)17 

Hukum empiris 

dengan 

pendekatan 

implementasi 

hukum, dan 

data primer 

wawancara, 

dan 

dokumentasi 

analisis data 

kualitatif 

Teori 

implementasi 

hukum 

Hasil dari Penelitian 

ini lembaga pengawas 

netralitas ASN telah 

melakukan 

pengawasan netralitas 

ASN sesuai dengan 

mekanisme 

penanganan netralitas 

dengan upaya 

pengawasan, 

penanganan, dan 

pencegahan melalui 

sosialisasi, 

 
16 Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 

86. 

17 Jihan Farikhah, “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas 

Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kota Semarang”, Skripsi 

(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 211. 
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No Judul skripsi dan 

penulis 

Metode 

Penelitian  

Metode dan 

Teori 

Hasil Penelitian 

pembentukan 

panwaslu, dan 

kerjasama dengan 

KASN. Kerjasama ini 

diharapkan dapat 

menerapkan sistem 

merit dan menjatuhkan 

sanksi bagi ASN yang 

tidak netral 

2. Pengaturan 

Netralitas 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

dalam 

Pelaksanaan 

Pemilihan 

Umum 2024 

(Salma Idris)18 

Pendekatan 

yuridis 

normatif; 

analisis 

regulasi dan 

data 

pelanggaran 

ASN 

Teori 

Kepastian 

Hukum (Hans 

Kelsen) dan 

Teori Negara 

Hukum 

(Rechtsstaat) 

Penelitian ini 

menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

surat keputusan 

bersama nomor 2 

tahun 2022 dianggap 

memperjelas norma 

hukum netralitas ASN, 

namun pelanggaran 

tetap tinggi karena 

lemahnya pengawasan 

dan sosialisasi. 

3. Tinjauan Yuridis 

Pelanggaran 

Tindak Pidana 

Pemilu oleh 

ASN yang 

Terlibat dalam 

Yuridis 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 

Teori 

Penegakan 

Hukum 

(Satjipto 

Rahardjo), 

Keadilan dan 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

ASN terlibat langsung 

dalam pelanggaran 

tindak pidana pemilu; 

sanksi hukum 

 
18 Salma Idris, “Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024,” J-CEKI : Jurnal Cendekia 

Ilmiah 4, no. 1 (2024): 914–24, https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6503. 
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No Judul skripsi dan 

penulis 

Metode 

Penelitian  

Metode dan 

Teori 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan 

Pemungutan 

Suara Calon 

Anggota DPD-

RI (Studi Kasus 

No. 

2/Pid.S/2024/PN 

Adl) (Riyandika 

Putra Sekar)19 

studi kasus 

putusan 

pengadilan 

Kepastian 

Hukum 

(Gustav 

Radbruch, 

Achmad Ali, 

Sudikno 

Mertokusum

o) 

berdasarkan UU No. 

7/2017 diterapkan, 

tetapi implementasi 

pengawasan dan 

kepastian hukum 

masih lemah. 

4.  Tinjauan fiqh 

siyasah terhadap 

pelanggaran 

netralitas ASN 

pada pemilu 

legislatif tahun 

2024 di 

Banyumas 

(Syahrul Ichbatil 

falakh)20 

Hukum 

normatif 

dengan analisis 

fiqh siyasah 

dan peran 

Bawaslu dalam 

penyelesaian 

pelanggaran 

Teori fiqh 

siyasah (ilmu 

politik islam) 

dan hukum 

pemilu terkait 

netralitas 

ASN 

Penelitian ini bahwa 

Bawaslu telah 

berperan dalam 

pencegahan dan 

penanganan 

pelanggaran agar tidak 

terulang dengan 

pendekatan hukum 

islam dan regulasi 

pemilu nasional dalam 

penyelesaian 

pelanggaran 

5.  Peran badan 

pengawas 

Hukum empiris 

dengan 

Teori 

pengawasan  

Penelitian ini 

menunjukan lembaga 

 
19 Riyandika Putra Sekar, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tindak 

Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam 

Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD-RI (Studi Kasus 

Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl)”, Skripsi (Jakarta: Universitas 

Nasional, 2025), 15. 
20 Syahrul Ichbatil Falakh, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di 

Banyumas", Skripsi (Banyumas: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. 

Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024), 70.  
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No Judul skripsi dan 

penulis 

Metode 

Penelitian  

Metode dan 

Teori 

Hasil Penelitian 

pemilu dalam 

menegakan 

prinsip netralitas 

aparatur sipil 

negara (ASN) 

(studi kasus 

pilkada kota 

mataram tahun 

2020), (Rizky 

Hidayatiningsih)
21 

pengumpulan 

data yang 

kualitatif pada 

fokus 

pemahaman 

mendalam 

tentang peran 

Bawaslu  

pengawas netralitas 

ASN kota Mataram 

telah melaksanakan 

kewenangannya dalam 

pengawasan netralitas 

ASN dalam pilkada 

2020 sesuai Undang-

Undang No. 8 Tahun 

2015 tentang tugas, 

wewenang Bawaslu 

serta Perbawaslu No. 6 

Tahun 2016 tentang 

netralitas ASN, 

anggota TNI, dan Polri 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

memperoleh data dengan tujuan menemukan, 

membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan. Artinya, 

metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang 

digunakan peneliti dalam menemukan kebenaran ilmiah 

melalui langkah-langkah yang terencana dan terukur.22 

Dalam hal ini, peneliti atau penulis menggunakan metode 

penelitian yang terbagi atas: 

 

 
21 Rizky Hidayatiningsih, “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam 

Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus 

Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)” Skripsi (Mataram: Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2021), 44. 
22 Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research (New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 2006), hlm. 11. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 

penelitian (yuridis normatif). Fokus pendekatan di dalam 

literatur hukum yang disebut dengan legal research. 

Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku 

buku, literatur, makalah, jurnal, undang-undang, internet 

dan sumber lain, kemudian diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif.23  

2. Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum 

normatif dengan dua pendekatan yakni, pendekatan 

perundang-undangan (statute. approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah 

norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan 

perundang -undangan ataupun doktrin-doktrin hukum 

yang dikemukakan oleh para ahli hukum.24 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan, yang mencangkup bahan hukum primer 

berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, 

serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.25 Data 

yang diperoleh dari data sekunder dan data primer 

 
23 M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, dan Anik Iftitah, “Kewenangan 

Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

48/PUU-XVII/2019,” Jurnal Supremasi 10, no. 1 (2020): 1–11, 

https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940. 
24 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), 186. 
25 Juhardin dan Adhe Ismail Ananda, “Analisis Yuridis Pelaksanaan 

Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus 

Sengketa Pemilihan Umum,” Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora 

(JIMSH) 5, no. 1 (2023): 55–65, https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.896. 
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dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif 

dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan 

secara kualitatif melalui metode. analisis dan preskriptif 

dengan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis 

dan memberikan argumentasi hukum yang rasional. 

Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.26 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang 

menjadi dasar atau acuan dalam memperoleh data dan 

informasi hukum yang dibutuhkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian hukum. 

Sumber bahan hukum digunakan oleh peneliti 

hukum untuk membangun argumentasi hukum, 

menafsirkan peraturan, serta menarik kesimpulan secara 

yuridis. 

Menurut Soerjono Soekanto, sumber bahan hukum 

adalah segala bahan yang digunakan oleh peneliti hukum 

untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis 

permasalahan hukum secara sistematis dan logis.27 

a. Bahan Hukum primer 

Bahan hukum primer dapat terdiri dari 

peraturan tertinggi yaitu konstitusi hingga peraturan 

yang lebih rendah seperti undang-undang yang akan 

disebutkan dibawah ini : 

 
26 Adam Sani, Ilka Sandela, dan Nila Trisna, “Kewenangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” Ius Civile: 

Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (2021): 1–10, 

https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.4220. 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI 

Press, 1986), hlm. 52. 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum; 

3) Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

5) Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

netralitas Aparatur Sipil Negara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

merupakan bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan, interpretasi, analisis, terhadap bahan 

hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini 

meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis 

ilmiah, penjelasan resmi perundang-undangan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini memakai dokumen hukum melalui 

proses menganalisis atau menghimpun data dari 

dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun elektronik 

dengan proses yaitu inventarisasi, sistematis, 

kategorisasi bahan hukum, dan dokumen analisis dengan 

bahan hukum studi pustaka. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis bahan 

hukum yang bersifat perspektif, yaitu memberikan 

argumen dalam hal ini berargumentasi terhadap isu 

hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

Pendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa 
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yang akan datang. Argumentasi diperlukan dalam upaya 

menjawab permasalahan penelitian guna memberikan 

jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan 

bagaimana seharusnya hukum menyikapi masalah 

tersebut. 

H. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari 

pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian 

analisis hasil penelitian, dan yang terakhir penutup yang 

lebih jelaskan akan dibawah ini: 

BAB I Pendahuluan, pada pendahuluan akan 

dijelaskan hal yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas pada bab berikutnya. Pendahuluan memuat : 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan 

metode penulisan. 

BAB II Landasan Teoritis, Bab ini menjelaskan 

teori atau konsep maupun aturan yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

BAB III Dasar Hukum dan Mekanisme 

Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pada bab 

ini memuat pemaparan data yang sesuai dengan jenis 

penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat normatif 

untuk menjawab isu hukum yang terdapat pada rumus 

masalah terkait dasar hukum penanganan netralitas ASN. 

BAB IV Kepastian Hukum dan Inharmonisasi 

Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat 

Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, Pada bab ini penulis akan 

menganalisis ketidakpastian hukum dan inharmonisasi 

penanganan pelanggaran sengketa pemilu netralitas ASN 

dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 tahun 2022 
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dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara.  

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan 

kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian 

rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab 

I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait. 



 

67 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme 

penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebagaimana diatur dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 telah 

merinci tahapan koordinatif antara Bawaslu, KASN, BKN, 

KemenPAN-RB, dan Kemendagri dalam menerima 

laporan, melakukan klarifikasi, serta memberikan 

rekomendasi sanksi. Mekanisme ini secara administratif 

cukup efektif dalam membangun sinergi lintas lembaga, 

namun dari segi normatif tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat karena SKB bukan bagian dari hierarki peraturan 

perundang-undangan. SKB lebih tepat dipandang sebagai 

produk hukum administratif atau beleidsregel yang 

berfungsi sebagai pedoman teknis, bukan norma hukum 

yang mengatur secara umum. 

Kepastian hukum, keberadaan SKB Nomor 2 Tahun 

2022 menimbulkan potensi disharmoni terhadap Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi untuk 

memperjelas penegakan netralitas ASN, serta 

mengintegrasikan pengawasan ASN ke dalam sistem 

hukum yang lebih kuat agar pelaksanaan netralitas ASN 

memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian hukum administrasi dan hukum tata 

negara mengenai kedudukan beleidsregel atau peraturan 
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kebijakan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. 

Secara praktis, pemerintah bersama lembaga terkait seperti 

Bawaslu, BKN, dan KemenPAN-RB perlu melakukan 

harmonisasi dan pembaruan terhadap SKB Nomor 2 Tahun 

2022 agar selaras dengan Undang-undang Aparatur sipil 

negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu, serta memperkuat koordinasi dan sosialisasi 

tentang netralitas ASN guna mewujudkan birokrasi yang 

profesional dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan 

Pemilu. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

perlu diperhatikan. Pertama, data dan analisis dalam 

penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif terhadap 

peraturan perundang-undangan tanpa disertai penelitian 

lapangan secara mendalam. Kedua, penelitian ini belum 

menelaah secara komprehensif implementasi SKB Nomor 

2 Tahun 2022 di berbagai instansi pemerintah, sehingga 

hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan praktik 

penegakan netralitas ASN di lapangan. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

pendekatan empiris dan memperluas cakupan wilayah 

kajian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh 

tentang efektivitas pengaturan dan penegakan prinsip 

netralitas ASN. 
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